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This study aims to examine the implementation 

of the income tax rate exemption policy for 

individual taxpayers engaged in the MSME 

sector with gross income not exceeding 

Rp500,000,000, with the aim of increasing 

reporting compliance in the jurisdiction of KPP 

Pratama Manado. A qualitative approach is used 

in this research using descriptive qualitative 

methodology. The results of the study explain 

that the PPh tariff-free policy in PP No. 55 of 2022 

socialized by KPP Pratama Manado really has an 

impact on the compliance ratio of annual tax 

return reporting for MSME WPOPs in Manado 

City. However, the impact has not been 

maximized enough, so that the growth of 

registered and reporting MSME WPOPs has not 

experienced a large change. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pelaksanaan kebijakan pembebasan tarif PPh 

bagi wajib pajak orang pribadi yang bergerak di 

bidang UMKM dengan penghasilan bruto tidak 

melebihi Rp500.000.000, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kepatuhan pelaporan di wilayah 

hukum KPP Pratama Manado. Pendekatan 

kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menjelaskan kebijakan bebas 

tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 yang 

disosialisasikan oleh KPP Pratama Manado 

benar memiliki dampak terhadap rasio 

kepatuhan pelaporan SPT tahunan bagi WPOP 

UMKM di Kota Manado. Walaupun demikian, 

dampak yang diberikan belum cukup maksimal, 

sehingga pertumbuhan WPOP UMKM yang 

terdaftar dan melapor tidak mengalami 

perubahan yang besar. 
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PENDAHULUAN 
Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak 

terhadap kewajiban pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan dan SPT 
Masa tepat waktu. Pada tahun 2022, Pemerintah Republik Indonesia telah 
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 yang mengatur perubahan 
ketentuan perpajakan, khususnya mengenai tarif dan kewajiban pelaporan bagi 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan ini bertujuan untuk 
memberikan perlindungan dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak orang 
pribadi yang bergerak di sektor UMKM. Salah satu kunci keberhasilan 
penerapan kebijakan ini adalah pemahaman, penerapan, dan pengisian SPT 
yang benar oleh wajib pajak terdaftar. 

Sebagai pusat ekonomi dan bisnis yang penting di wilayah Sulawesi 
Utara, Manado merupakan rumah bagi banyak usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) yang sangat penting bagi perekonomian daerah. Namun, 
kepatuhan pajak di sektor UMKM sering menimbulkan kekhawatiran bagi pihak 
berwenang, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Agar 
kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM tentunya dari pihak KPP 
Pratama Manado harus melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan tersebut 
beserta kebijakan yang ada di dalamnya. 

Oleh karena itu PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di 
Bidang Pajak Penghasilan dan penerapannya pada wajib pajak UMKM orang 
pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado penting untuk 
dianalisis agar dapat memahami efektivitas praktik tersebut, mengidentifikasi 
kemungkinan perbaikan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat 
meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan UMKM. Dengan demikian, 
penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi sistem perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta 
mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional secara 
keseluruhan. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Konsep Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:1).  
 
Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo (2023:18) beliau mengemukakan definisi wajib pajak 
yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi diatas 
dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak terdiri atas dua yaitu: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 
2. Wajib Pajak Badan 

 
  



Poluakan, Kalangi, Korompis 

210 

Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan juga dapat dikenakan terhadap penghasilan yang 

diperoleh selama sebagian tahun pajak apabila kewajiban perpajakan subjektif 
wajib pajak dimulai atau berakhir pada tahun tersebut. Dari penjelasan tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang 
dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperolehnya 
selama satu tahun pajak tertentu. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 

Peraturan Pemerintah terbaru, yaitu PP No. 55 Tahun 2022, merupakan 
turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (UU HPP). PP No. 55 Tahun 2022 mengatur perubahan ketentuan di 
bidang pajak penghasilan, dengan fokus pada penyesuaian tarif dan kebijakan 
pemerintah bagi wajib pajak UMKM yang peredaran brutonya tidak melebihi 
Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Wajib pajak tersebut dikecualikan dari 
tarif PPh Final sebesar 0,5%. Selain itu, ada beberapa jenis wajib pajak yang 
mendapatkan ketentuan PPh Final sebesar 0,5%, yaitu Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Gabungan (BUMDesma) dan Perusahaan 
Perorangan (PT Perorangan) yang beranggotakan satu orang pemegang saham 
sekaligus merangkap sebagai direktur. 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Wahyuni (2022:19) kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak 
sadar untuk membayar pajak secara sukarela dengan benar dan tepat waktu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka wajib pajak yang patuh 
adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak 
yaitu:  

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 
perpajakan  

2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 
substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan 
yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga 
dapat meliputi kepatuhan formal. 

 
METODOLOGI 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan 
penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.  
 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado 
yang bertempat di Jl. Gn. Klabat, Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado 
dengan jangka waktu penelitian ± 2 bulan mulai dari bulan Agustus hingga 
September 2024. 
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Jenis Data 
Penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang hasil dokumentasi 

laporan jumlah UMKM yang terdaftar dan melapor di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Manado serta beberapa laporan pendukung lainnya seperti laporan 
jumlah WPOP UMKM yang melaporkan SPT tepat waktu dan tidak tepat waktu 
serta laporan jumlah WPOP UMKM yang mengikuti sosialisasi perpajakan di 
kota Manado. 
 
Sumber Data 

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini terbagi atas dua, 
yaitu data primer yang berupa hasil wawancara kepada 3 orang tenaga penyuluh 
dan 3 orang WPOP UMKM yang terdaftar di kota Manado serta hasil 
dokumentasi laporan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan yang telah 
melapor SPT sebelum dan sesudah ditetapkan kebijakan bebas tarif PPh PP No. 
55 Tahun 2022, sedangkan data sekunder berupa data-data pendukung yang 
diperoleh dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan buku-buku yang 
mempunyai relevansi dengan penelitian ini. 
 
Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara  

Wawancara untuk penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti terhadap tiga 
orang penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang akan 
berperan sebagai informan kunci, beserta tiga orang wajib pajak orang 
pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di Kota Manado yang juga berperan 
sebagai informan kunci. 

b. Dokumentasi 
Dokumentasi laporan akan dilakukan pada laporan jumlah wajib pajak 
UMKM yang mendaftarkan NPWP dan yang telah melaporkan SPT 
sebelum dan sesudah dikeluarkan PP No. 55 Tahun 2022. Adapun juga 
proses dokumentasi pada laporan jumlah WPOP UMKM yang melaporkan 
SPT tepat waktu dan tidak tepat waktu serta laporan jumlah WPOP UMKM 
yang mengikuti sosialisasi perpajakan di kota Manado. 

 
Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif deskriptif, dimana penulis berfokus pada deskripsi tentang penerapan 
kebijakan bebas tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 serta dampaknya pada 
wajib pajak UMKM orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Manado. 
Penjelasan perihal penerapan kebijakan dalam peraturan ini akan dianalisis 
sehingga penulis dapat menarik kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN 
Pelaporan SPT Masa dan Tahunan WPOP UMKM 

Untuk pelaporan SPT tahunan sendiri masih sama dari sebelum 
ditetapkan PP No. 55 Tahun 2022 hingga sekarang, dimana WPOP UMKM akan 
melengkapi SPT formulir 1770 dari lembar data diri dan usaha sampai pada 
lembar perhitungan omzet atau melengkapi e-form apabila WPOP UMKM ingin 
melaporkan sendiri lewat website yaitu https://djponline.pajak.go.id. Secara umum 
tidak terdepat perbedaan yang signifikan dari cara pelaporan sebelum dan 
setelah diterapkan PP No. 55 Tahun 2022, karena poin utama dari peraturan 
tersebut adalah penambahan jenis wajib pajak yang bisa memanfaatkan tarif 
0,5%. 

Untuk mempermudah proses pelaporan SPT, WPOP UMKM diwajibkan 
untuk melakukan pencatatan terlebih dahulu atas total pendapatan kotor harian 
yang didapatkan, sehingga pada saat petugas pajak memberikan asistensi 
pelaporan SPT, baik dari petugas pajak maupun wajib pajak itu sendiri tidak 
menerka-nerka total pendapatan kotor yang diperoleh setiap bulannya sehingga 
tidak akan salah perhitungan pada total PPh terutang.  

 
Tabel.1 Jumlah WPOP UMKM yang Terdaftar di Kota Manado 

No. Tahun 
Jumlah Wajib 
Pajak UMKM 

yang ikut serta 

Rasio 
Persentase 
Kenaikan 

1. 2020 21.310 - 

2. 2021 22.389 10,8% 

3. 2022 23.659 12,7% 

4. 2023 24.526 8,7% 

5. 2024 24.592 0,7% 

Sumber: KPP Pratama Manado (2024) 
Berdasarkan data di tabel.1 bisa dilihat bahwa adanya peningkatan yang 

stabil dari jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di kota 
Manado tetapi dengan pertumbuhan tren (persentase) yang masih bervariasi. 

 
  Tabel.2 Data WPOP UMKM yang Terdaftar dan Telah Lapor SPT di Kota 

Manado 

No. Tahun 
Jumlah WPOP 
UMKM yang 

Terdaftar 

Jumlah WPOP 
UMKM yang 

Telah 
Melaporkan SPT 

Jumlah WPOP 
UMKM yang 
Melaporkan 
SPT Tepat 

Waktu 

1. 2020 21.310 652 178 

2. 2021 22.389 1.154 414 

3. 2022 23.659 6.042 1.260 

4. 2023 24.526 2.550 1.456 

5. 2024 24.592 1.266 1.049 

Sumber: KPP Pratama Manado (2024) 
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Berdasarkan data tabel.2 berdasarkan nominalnya dapat dilihat bahwa 
jumlah WPOP UMKM yang terdaftar masih berbanding jauh dengan jumlah 
WPOP UMKM yang telah melaporkan SPT, terlebih lagi dengan total jumlah 
yang melaporkan SPT tepat waktu. Data diatas, bisa langsung 
mempresentasikan bahwa jumlah total WPOP UMKM yang melaporkan SPT 
masih sangat bervariasi dan tidak memiliki pola peningkatan ataupun 
penurunan yang stabil. 
 
Penerapan Fasilitas Bebas Tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 

KPP Pratama Manado juga memiliki beberapa program untuk 
mensosialisasikan perihal peraturan atau kebijakan pemerintah di bidang 
perpajakan UMKM yang terbaru. Berikut program yang dimaksud: 
1. BDS (Bussiness Developement Service) 

merupakan bentuk kerja sama KPP Pratama Manado dengan instansi lain 
seperti Dinas UMKM dan Koperasi, asosiasi pedagang ataupun instansi 
lain yang memiliki relevansi dengan UMKM. Untuk pelaku UMKM yang 
menjadi peserta BDS bisa dicarikan oleh pihak KPP Pratama Manado bisa 
juga dari pihak yang bekerja sama dengan KPP Pratama Manado. 

2. Konsultasi Langsung di Loket Pelayanan 
Berdasarkan namanya, sosialisasi ini berbentuk konsultasi langsung 
kepada petugas pajak oleh wajib pajak orang pribadi atau badan di kantor 
pelayanan pajak. Konsultasi ini bisa dilakukan secara perorangan oleh 
petugas pajak (one to one) atau secara berkelompok (one to many).  

3. WhatsApp Helpdesk KPP Pratama Manado 
Wajib pajak bisa langsung menghubungi lewat WA helpdesk dan langsung 
mengkonsultasikan perihal penerapan peraturan atau kebijakan terbaru di 
bidang perpajakan UMKM. Namun, harus diingat bahwa jam aktif dari WA 
helpdesk ini hanya sesuai jam kerja kantor pajak yaitu dari jam 8 pagi sampai 
dengan 3 sore setiap hari. 

4. Sosialisasi menggunakan Media Sosial (Instagram dan Youtube) 
Bentuk sosialisasi ini dilakukan secara pasif menggunakan media sosial 
dari KPP Pratama Manado seperti poster-poster informasi perpajakan di 
instagram dan podcast perpajakan bersama tenaga penyuluh di youtube. 
Kerja sosialisasi oleh KPP Pratama Manado namun terdapat 3 kelompok 

wajib pajak orang pribadi UMKM di kota Manado, yaitu kelompok WPOP 
UMKM yang mendapatkan sosialisasi dan melaksanakan kewajiban 
perpajakannya, kemudian kelompok WPOP UMKM yang tidak pernah 
mendapatkan sosialisasi perpajakan dan kelompok terakhir yaitu kelompok 
WPOP UMKM yang telah mendapatkan sosialisasi perpajakan namun tidak 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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Tabel.3 Data WPOP UMKM yang Mengikuti Kegiatan BDS 

No. Tahun 
Jumlah Wajib Pajak 
UMKM yang ikut 

serta 

1. 2020 - 

2. 2021 20 

3. 2022 20 

4. 2023 21 

5. 2024 25 

Sumber: Data Olahan KPP Pratama Manado (2024) 
Pada tahun 2021 KPP Pratama Manado bekerja sama dengan Rumah 

Kreatif BUMN Bank BRI dan Gojek untuk saling membantu mencari wajib pajak 
UMKM untuk diberikan sosialisasi terkait peraturan perpajakan UMKM terbaru. 
Kemudian di tahun 2022 masih bekerja sama dengan Rumah Kreatif BUMN Bank 
BRI dengan bantuan Balai Diklat Keuangan Manado. Pada tahun 2023, Rumah 
Kreatif BUMN Bank BRI masih menjadi kerabat kerja sama KPP Pratama 
Manado bersama dengan SWA Muhammadiyah, dan BDS yang terbaru di tahun 
2024 bekerja sama lagi dengan SWA Muhammadiyah bersama dengan Balai 
Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado. 
 
PEMBAHASAN 
Pelaporan SPT Masa dan Tahunan WPOP UMKM di Kota Manado 

Pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi UMKM bisa memilih 
untuk melakukan pelaporan manual atau pelaporan sendiri menggunakan 
website. Pelaporan manual yang dimaksud adalah wajib pajak datang langsung 
ke kantor pajak kemudian akan mendapatkan asistensi dari petugas pajak untuk 
melengkapi formulir SPT 1770 sedangkan untuk pelaporan sendiri, wajib pajak 
bisa mengakses website DJP Online https://djponline.pajak.go.id kemudian 
menggunakan fasilitas E-form yang dikhususkan untuk wajib pajak yang 
memiliki usaha. 
 
Kepatuhan Pelaporan WPOP UMKM Setelah Diterapkan Fasilitas Bebas Tarif 
PPh di Kota Manado 

Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan Masa bagi wajib pajak orang 
pribadi UMKM di Kota Manado masih menjadi tantangan dan tugas yang besar 
bagi KPP Pratama Manado. Menurut Erica (2021:132) terdapat 4 (empat) 
indikator atas kepatuhan pajak secara umum, yaitu: 

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; 
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk dapat melaporkan SPT tepat waktu; 
3. Kepatuhan Wajib Pajak atas perhitungan dan pembayaran pajak yang 

terutang dari penghasilan yang diperoleh; 
4. Kepatuhan Wajib Pajak atas pembayaran tunggakan pajak baik pada 

Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
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Dalam pelaksanaan konsep kepatuhan wajib pajak secara utuh, KPP 
Pratama Manado melihat 3 aspek utama yaitu: 

1. Wajib pajak mendaftarkan diri, 
2. Wajib pajak membayar tunggakan pajak, 
3. Wajib pajak melaporkan SPT baik tahunan maupun masa. 

Pelaporan SPT Masa sudah dipermudah dengan adanya pernyataan pada 
pasal 7 ayat (5) PMK No. 164 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa apabila 
WPOP UMKM telah menyetorkan PPH terutang untuk bulan berjalan tersebut, 
maka wajib pajak tersebut sudah dianggap telah melaporkan SPT Masa untuk 
bulan tersebut. Tujuan penerapan konsep tersebut adalah untuk mendorong 
wajib pajak orang pribadi UMKM untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 

 
Gambar.1 Tingkat Kepatuhan Pelaporan WPOP UMKM di Kota Manado 

  Sumber: Data Olahan (2024) 
Angka yang masih bervariasi ini didukung dengan jawaban dari informan 

WPOP UMKM di poin pembahasan sebelumnya, dimana 2 dari 3 informan 
WPOP UMKM benar telah mendaftarkan diri dan usahanya serta mendapatkan 
NPWP namun kedua informan tersebut tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya sampai pada tahap melaporkan SPT Tahunan. Terdapat dua 
penjelasan dari hal tersebut, pertama adalah karena wajib pajak sendiri tidak 
mendapatkan informasi perpajakan yang benar dan lengkap mengena kewajiban 
perpajakan seorang WPOP UMKM dan yang kedua adalah wajib pajak sudah 
mendapatkan informasi perpajakan tersebut namun memilih untuk tidak 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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Gambar.2 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP UMKM 

Sumber: Data Olahan (2024) 
Rasio persentase diatas diperoleh dengan menggunakan rumus rasio 

kepatuhan pajak yang membandingkan jumlah WPOP UMKM yang telah 
melaporkan SPT tahunan dengan jumlah WPOP UMKM yang terdaftar kota 
Manado. Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase rasio 
kepatuhan pajak berada pada angka 3,1%. Selanjutnya pada tahun 2021 
persentase rasio kepatuhan pajak naik menjadi 5,2% mengikuti naiknya jumlah 
WPOP UMKM yang terdaftar. Kemudian persentase rasio kepatuhan pajak pada 
tahun 2022 berada pada titik tertinggi yaitu 25,5% dikarenakan jumlah WPOP 
UMKM yang terdaftar dan melaporkan SPT mengalami lonjakan yang sangat 
besar. Selanjutnya di tahun 2023 persentase rasio kepatuhan pajak turun menjadi 
10,4%. Hal ini disebabkan oleh faktor banyaknya NPWP yang sudah terdaftar di 
tahun 2022 sehingga jumlah WPOP UMKM yang belum memiliki NPWP juga 
menurun drastis juga faktor internal wajib pajak itu sendiri yang tidak 
mendapatkan sosialisasi sehingga tidak melaksanakan kewajibannya serta wajib 
pajak yang sudah mendapatkan sosialisasi namun memilih tidak melaksanakan 
kewajibannya. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil data yang telah dibahas dari penelitian ini dan telah 
disajikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diambil adalah sebagai 
berikut:  

Adanya fasilitas bebas tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 benar 
menyebabkan adanya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi 
wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Manado tetapi peningkatan 
kepatuhannya tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data yang sudah diolah pada 
bab sebelumnya, dapat dilihat jelas bahwa keberadaan fasilitas bebas tarif PPh 
benar membantu mendorong WPOP UMKM dalam melaksanakan dan 
melengkapi kewajiban perpajakannya yaitu mendaftarkan diri, membayar pajak 
yang terutang dan melaporkan SPT Tahunan namun tidak semua wajib pajak 
memiliki pendapat yang sama. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah 
WPOP UMKM yang terdaftar dan telah melapor yang cukup stabil dari tahun ke 
tahun walaupun persentase pertumbuhannya masih bervariasi.  
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Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini yang membahas tentang 
Analisis Penerapan Kebijakan Pembebasan Tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 
Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak UMKM Orang 
Pribadi di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Saran yang 
diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Manado 

Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM sangat diharapkan untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara utuh, mulai dari 
mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP, membayar PPh Final terutang 
kemudian menyelesaikan kewajiban perpajaknnya dengan melaporkan 
SPT Tahunan. WPOP UMKM dengan omzet sampai dengan 500 juta rupiah 
juga diharapkan untuk bisa memanfaatkan fasilitas bebas tarif PPH dari PP 
No. 55 Tahun 2022 yang disediakan oleh pemerintah untuk mendorong 
pertumbuhan UMKM juga mendorong UMKM untuk melaksanakan 
keajiban perpajaknnya tetapi masih bisa fokus dalam pengembangan 
usahanya.  

2. KPP Pratama Manado 
KPP Pratama Manado diharapkan bisa memperluas ruang lingkup 
sosialisasi bagi WPOP UMKM agar semua kelompok wajib pajak bisa 
mendapatkan infromasi perpajakan yang benar dan lengkap. Diharapkan 
juga adanya pengadaan program baru serta peningkatan program 
sosialisasi yang sudah ada seperti BDS (Bussiness Development Service) serta 
konsultasi One to One dan One to Many yang bisa menjangkau lebih banyak 
wajib pajak orang pribadi UMKM terlebih mereka yang pemahaman 
kewajiban perpajakannya masih kurang di Kota Manado. Dengan adanya 
program tersebut, fasilitas bebas tarif PPh pada PP No. 55 Tahun 2022 bisa 
tersampaikan dan digunakan dengan baik, maksimum dan utuh oleh wajib 
pajak orang pribadi UMKM di Kota Manado.  
  

PENELITIAN LANJUTAN 
 Untuk penelitian lanjutan Diharapkan pengadaan program baru serta 
peningkatan program sosialisasi yang sudah ada seperti BDS (Bussiness 
Development Service) serta konsultasi One to One dan One to Many yang bisa 
menjangkau lebih banyak wajib pajak orang pribadi UMKM terlebih mereka 
yang pemahaman kewajiban perpajakannya masih kurang di Kota Manado.. 
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